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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NONMOR : 019 /OT.05/K/03/2023

TENTANG
DAFTAR WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI GORONTALO
TAHUN PERIODIK PELAPORAN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan umum yang
dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan
penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai
integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan
komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk
melapokan harta kekayaannya; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Daftar Wajib Lapor
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun Periodik Pelaporan 2022.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas,
Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411); dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum; dan

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang
Penyampaian Laporan Harta Aparatur Negara (LHKAN).
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINS| GORONTALO TENTANG DAFTAR WAJIB LAPOR LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI GORONTALO TAHUN PERIODIK PELAPORAN 2022.

Waijib Lapor LHKAN adalah penyelenggara negara yang ditetapkan oleh
Ketua Bawaslu untuk menyampaikan dan mengumumkan harta
kekayaannya baik berupa LHKPN dan maupun SPT Tahunan.

Aparatur Negara yang terdaftar sebagai wajib LHKPN sudah diputuskan
secara terpisah dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
Nomor 002/0T.05/K/01/2023 tentang Daftar Wajib Lapor Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota Tahun Periodik Pelaporan 2022

Aparatur Negara wajib melaporkan LHKPN yang dilaksanakan secara
elektronik melalui laman resmi KPK dan dinyatakan selesai apabila
Penyelenggara Negara sudah mendapatkan tanda terima LHKPN yang
diterbitkan oleh KPK dan SPT Tahunan secara elektronik melalui laman
resmi DJP dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterbitkan
paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

Aparatur Negara yang wajib LHKPN melakukan perbaikan dan/atau
menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang menyatakan penyampaian
LHKPN belum lengkap.

Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN perlu
menyampaikan SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta
kekayaannya hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Aparatur Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-
undagan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gérontalo

ada_tanggal /29 Maret 2023
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